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HARYATI (E211 08 283), Implementasi Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan 
Di Kabupaten Luwu, xix + 83 Halaman + 1 Gambar + 3 Tabel + 26 Daftar 
Pustaka (1982 - 2010). Dibimbing Oleh Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS dan 
Dr. Alwi, M.Si 
 
Suatu kebijakan merupakan suatu ketetapan guna memberikan pedoman dalam 
bertindak, yang telah dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai 
tujuan tertentu yang pada umumnya berguna bagi banyak pihak. Dalam 
mencapai tujuan-tujuan tersebut perlu diadakan implementasi, sebab 
implementasi merupakan salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses 
pembuatan kebijakan. Tanpa iplementasi, suatu kebijakan hanya akan menjadi 
dokumen. Oleh karena itu, implementasi diperlukan untuk mewujudkan tujuan 
dan dapat menghasilkan dampak suatu kebijakan sesuai yang diharapkan 
dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi 
mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 
terkait Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Luwu dan untuk 
mengetahui faktor– faktor apa saja yang berpengaruh dalam implementasi 
kebijakan tersebut, dimana teori yang digunakan mengacu pada teori George C. 
Edwards, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 
informan yang dianggap berperan dalam implementasi kebijakan ini 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 
implementasi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Luwu 
khususnya di Kecamatan Bajo masih belum berjalan dengan baik. Bisa diakui 
masyarakat sangat antusias untuk ikut serta menjadi anggota pemanfaat SPP. 
Meski demikian, ini masih belum bisa dikatakan efektif seluruhnya. Hal ini terlihat 
dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat, baik dalam musyawarah maupun 
pelatihan, diakibatkan karena kesibukan sehari-hari mereka; kelompok sasaran 
yang belum sepenuhnya tepat; jumlah pelaksana yang masih terbatas baik dari 
segi kuantitas maupun kualitas (skill) sehingga menyebabkan pencapaian tujuan 
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HARYATI (E211 08 283), Implementation of the National Community 
Empowerment Program on Rural Independent, Savings and Loan for 
Women’s Groups in Luwu Regency, xix + 83 Pages + 3 Tables + 26 
Bibliography (1982 - 2010). Supervised by Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS 
dan Dr. Alwi, M.Si 
 
A policy is a statute in order to provide guidance in the act, which was created in 
a planned and consistent in achieving certain goals that are generally useful to 
many parties. To reached the goals is necessary to hold the implementation, 
because implementation is one step that must be passed in the policymaking 
process. Without implementation, a policy will only be a document. Therefore, the 
implementation is required to realize the goal and can produce effects of a policy 
as expected by taking into account the factors that influence it 
 
This research aims to determine how the implementation process of the National 
Community Empowerment Program on Rural Independent related savings and 
loan for woman’s groups in Luwu Regency and to know what factors are 
influential in the implementation of the policy, which this is used the theory who 
refers to George C. Edward’s theory, by using a descriptive qualitative research 
methods, and by using the techniques of collecting data through interviews of 
informants who are considered instrumental in the implementation of this policy 
Based on this research, it can be concluded that the implementation process of 
the National Community Empowerment Program on Rural Independent related 
savings and loan for woman’s groups in Luwu Regency expecially in Bajo Districk 
is still not running properly. Community can be recognized very excited to 
participate and become a member of the SPP beneficiaries. However, this is has 
not been entirely effective. This is evident from the lack of active participation in 
society, both in meetings as well training, caused by the daily grind them; rget 
groups not fully accurate; the executor is still limited in terms of both quantity as 
well quality (skills), so that cause achievement of the objectives of the program is 
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